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PUTUSAN
Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Sel

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KP. jati Dusun Jati Makmur RT
005, Desa Labuhan Lombok, XXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KP. Jati Dusun
Jati Makmur RT 005, Desa Labuhan Lombok, XXXXXXxxX

XXXXXXXXXKX, XXXXXXKXXX XXXXXX XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember
2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1477/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 09 April 2016, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
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Dompu, dengan bukti Akta Nikah Nomor 0122/003/IV2016 tanggal 09 April
2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
kediaman bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, telah hidup rukun
sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak
bernama:

1) . <ot dan tanggal lahir, labuhan

lombok, 14 januari 2017/umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
2) . <02t dan tanggal lahir, labuhan lombok, 23
januari 2021/umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan;
Saat ini ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan termohon;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun
2020 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut
disebabkan karena;

e Termohon sering salah paham dan berkata kasar kepada pemohon;
e Termohon sering meminta talak kepada pemohon;

e Termohon kurang rukun dengan keluarga pemohon;

e Termohon tidak amanah dalam mengelola keuanagan keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi pada bulan Oktober tahun 2022;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon
dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun
2022 (selama 1 tahun 2 bulan) karena Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah
tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh
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karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan

perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama

Selong;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan
mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM sebagaimana laporan tanggal 21
Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak
berhasil, tetapi kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagian akibat
perceraiannya sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 Desember
2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan atas

terjadinya perceraian antara pihak Pemohon dan pihak Termohon

Pasal 2
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Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama [ GG

B _2buhan Lombok, 14 Januari 2017 (umur 6 tahun) dan [l
B cmpat dan Tanggal Lahir Labuhan Lombok, 21 Januari
2021 (umur 2 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki.sekarang dalam asuhan pemohon

ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Pemohon, namun anak

I  buhan Lombok, 14 Januari 2017 (umur 6
tahun) dan [ 22 asuhan Termohon ditetapkan dalam

pengasuhan (hadhonah) Termohon;

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan
kepada anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar 1 juta rupiah setiap
bulannya sesuai dengan kemampuan Pemohon ditambah biaya Pendidikan
sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap tahunnya sampai anak
tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya

untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah.

Pasal 4

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan
kesempataan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke
rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan
kenyamanan anak.

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam
pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan

hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
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Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama

Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan
membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, maka Majelis Hakim
menyatakan tahap jawab menjawab dalam replik maupun duplik dianggap telah
selesai;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil gugatan
Pemohon, maka kepada Termohon tidak dibebankan wajib bukti dalam perkara
a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203082710900001 tanggal 13
Desember 20222 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 0122/003/IV2016 Tanggal 09
April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
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1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur KP Saleh Sungkar, Desa Labuhan
Lombok, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombon Timur, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di KP. Jati Dusun Jati Makmur RT 005, XXXX XXXXXXX
XXXXXX, XXXXKKKKXX XXXKKXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon
sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sering meminta
berpisah dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxXxxxxxxxX, bertempat
tinggal di KABUPATEN LOMBON TIMUR, di bawah sumpah, memberikan
keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
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Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sabh;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di KP. Jati Dusun Jati Makmur RT 005, XXXX XXXXXXX

XXXXXX; XXXXXXXXX XXXXXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon

telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
Juli 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah
sudah berpisah sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang
dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah
bersatu lagi;

— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering
berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sering meminta berpisah dari
Pemohon bahkan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga
Pemohon;

— Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dengan Termohon;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan,;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada
pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian
telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud
ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara
Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi
dengan mediator SUHIRMAN, S.H., CPM sebagaimana laporan tanggal 21
Desember 2023, yang pada pokoknya tercapai kesepakatan perdamaian
sebagian akibat perceraian namun terhadap pokok perceraian tidak berhasil
sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 Desember 2023 dan
Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon
dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar
kepada Pemohon dan sering meminta berpisah dari Pemohon bahkan tidak
Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1477/Pdt.6/2023/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon akibatnya sejak 1
tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu
pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam
jawaban mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon,
namun meskipun dalil permohonan Pemohon diakui, dalam hal perceraian oleh
Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, sebagaimana Pasal 283
RB.g jo PAsal 1685 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 April 2016,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam
Pasal 285 RB.g jo 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2016
di KUA Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
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memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil
permohonan Tergugat sehingga menjadi dalil tetap selanjutnya terhadap
pengakuan Termohon tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengakui seluruh
dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut (vide jawaban Termohon) sehingga
Majelis menyatakan terhadap pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 311
RBg., yang menyatakan bahwa: “pengakuan yang diucapkan di hadapan
Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, dan
oleh karena Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna (volledig
bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga dapat berdiri
sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari
alat bukti yang lain, dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni
dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian
sehingga terbukti Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon sering

berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon;
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Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering
berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sering meminta berpisah dari
Pemohon;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang
dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi
untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah
tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :
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FEEL LAY

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri
selama istri masih dalam iddah;

Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 21 Desember 2023 dan
Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan
Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan
tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar
menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan
putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga
perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25
ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan
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dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal
Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana
diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan
memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon Majelis
Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat
dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam
pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan
Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk
mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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2. Memberi lIzin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan
Agama Selong;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan menjalankan
Isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana termuat dalam
proses Mediasi;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
berupa;
4.1.Nafkah Anak berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta

rupiah) setiap bulan ditambah dengan biaya Pendidikan sebesar
Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap tahunnya sampai anak
tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10%
setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai
mata uang rupiah;
Sehingga totalnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (satu juta rupiah), yang
harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan lkrar Talak di
depan sidang Pengadilan Agama Selong;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp595.000 ,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy.
sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Joko Tri Raharjo, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.l., M.H Joko Tri Raharjo, S.H.
Panitera Pengganti

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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